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ABSTRAK 

Isna Dyah Safirawati, NIM : 02117036, Judul : Analisis Yuridis Pasal 30 

Peraturan Daerah Jakarta tentang Vaksinasi Ditinjau dari Undang-Undang Hak 

Asasi Manusia.  

Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan 

manusia. Kendatipun demikian namun pelanggaran HAM masih sering terjadi. 

Tercermin seperti dalam kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Daerah Jakarta 

yaitu Peraturan Daerah Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang penanggulangan 

Covid-19 pasal 30 yang berbunyi “ setiap yang yang dengan sengaja menolak 

untuk dilakukan pengobatan dan/atau vaksinasi Covid-19, dipidana dengan pidana 

denda maksimal Rp.5.000.000,-“ yang seakan memaksa warga Jakarta menerima 

vaksin Covid-19 yang belum teruji klinis keamanan dan kehalalannya. Yang 

menjadi permasalahan adalah bertentangan atau tidaknya peraturan tersebut 

dengan Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999 dengan 

memaksa warga Jakarta menerima vaksin Covid-19 tanpa pengecualian dan 

menjantuhi sanksi pidana denda maksimal Rp.5.000.000,-. Penelitian ini 

diharapkan dapat memperkaya dan memperluas pengetahuan. Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan 

perundang-undangan, pendekatan perbandingan, dan pendekatan konseptual, Dari 

penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Peraturan Daerah Jakarta Nomor 2 Tahun 

2020 tentang penanggulangan Covid-19 pasal 30 yang mengaharuskan warga 

Jakarta tidak boleh menolak pemberian vaksin Covid-19 bertentangan dengan 

Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999 pasal 4 yang 

menegaskan bahwa setiap orang mendapat “ hak untuk hidup, hak untuk tidak 

disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk 

tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan 

hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah 

hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh 

siapapun. Dan Peraturan Daerah Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang 

penanggulangan Covid-19 pasal 30 dengan menjatuhi sanksi denda maksimal 

Rp.5.000.000,- kepada warga Jakarta yang menolak pemberian vaksin Covid-19 

bertentangan dengan Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999 

pasal 4 yang menegaskan bahwa setiap orang mendapat “ hak untuk hidup, hak 

untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, 

hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di 

hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut 

adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan 

oleh siapapun. 

Kata Kunci : Peraturan Daerah Jakarta, Vaksin Covid-19, Perlindungan Hukum, 

Pelanggaran Hak Asasi Manusia. 
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ABSTRACT 

Isna Dyah Safirawati, NIM: 02117036, Title: Juridical Analysis Article 30 of the 

Jakarta Regional Regulation on Vaccination in terms of the Human Rights Law. 

 Human rights are rights inherent in the nature and existence of humans.  Even so, 

human rights violations still occur frequently.  This is reflected in the policy 

issued by the Jakarta Regional Government, namely the Jakarta Regional 

Regulation Number 2 of 2020 concerning the prevention of Covid-19 article 30 

which reads "Anyone who deliberately refuses to receive Covid-19 treatment 

and/or vaccination, will be punished with a maximum fine of Rp.5,000,000, - 

"which seems to force the citizens of Jakarta to receive the Covid-19 vaccine 

which has not been clinically tested for its safety and halalness.  The problem is 

whether or not this regulation is against the Human Rights Law Number 39 of 

1999 by forcing Jakartans to receive the Covid-19 vaccine without exception and 

imposing a maximum fine of Rp. 5,000,000.  This research is expected to enrich 

and expand knowledge.  The method used in this research is normative research 

with a statutory approach, a comparative approach, and a conceptual approach. 

From this research it can be concluded that the Jakarta Regional Regulation 

Number 2 of 2020 concerning the prevention of Covid-19 article 30 which 

requires Jakarta residents not to refuse giving  The Covid-19 vaccine contradicts 

Human Rights Law Number 39 of 1999 article 4 which states that everyone has 

the “right to life, the right not to be tortured, the right to personal freedom, 

thought and conscience, the right to religion, the right not to be enslaved  , the 

right to be recognized as individuals and equality before the law, and the right not 

to be prosecuted on the basis of retroactive law are human rights that cannot be 

reduced under any circumstances and by anyone.  And the Jakarta Regional 

Regulation Number 2 of 2020 concerning the prevention of Covid-19 article 30 by 

imposing a maximum fine of Rp. 5,000,000 to Jakarta residents who refuse to 

give the Covid-19 vaccine contradicts the Human Rights Law Number 39 of 1999 

article  4 which affirms that everyone has “the right to life, the right not to be 

tortured, the right to personal freedom, the mind and conscience, the right to 

religion, the right not to be enslaved, the right to be recognized as a person and 

equality before the law, and the right not to be prosecuted.  based on retroactive 

law are human rights that cannot be reduced under any circumstances and by 

anyone. 

 Keywords: Jakarta Regional Regulation, Covid-19 Vaccine, Legal Protection, 

Violation of Human Rights. 
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